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SALINAN PENETAPAN
Nomor 71/Pdt.P/2016/PA.TR
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili
perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah
menjatuhkan  penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat
nikah yang diajukan oleh:
Pemohon |, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
nelayan, bertempat tinggal di Kampung Teluk Aluluy,
Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, sebagai Pemohon
l;

Pemohon II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu
rumah tangga, bertempat tinggal di Tanjung Bahara,
Kampung Teluk Alulu, Kecamatan Maratua, Kabupaten

Berau, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon | dan Pemohon Il serta memeriksa

alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon I dalam
permohonannya tanggal 23 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 71/Pdt.P/2015/PA. TR., tanggal

23 Maret 2016 dengan dalil- dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il telah menikah pada tanggal 03
September 1987 di Kampung Teluk Alulu, Kecamatan Maratua,
Kabupaten Berau dengan pelaksanaan sebagai berikut :

— Yang menikahkan penghulu Kampung bernama Achmad Pani;

— Yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon 1l ;
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— Yang menjadi saksi nikah adalah Baginda dan Ahmad;
— Maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon I
berstatus perawan dan antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada
hubungan keluarga (saudara atau saudara sesusuan dan semenda)
atau larangan untuk melangsungkan pernikahan baik berdasarkan
hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon | dan Pemohon i
tidak pernah ada orang lain yang keberatan atau menyangkal terhadap
pernikahan tersebut;

4. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon | dengan Pemohon
ll,sampai dengan saat ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya
suami isteri, tidak pernah bercerai, dan dari pernikahan tersebut
dikaruniai lima orang anak ;

5. Bahwa sampai sekarang ini kelima anak yang dilahirkan dari
pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il belum memiliki akta kelahiran
dan untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan adanya surat nikah
sebagai persyaratan, oleh karena itu Pemohon | dan Pemohon I
mengajukan permohonan ini ke Pengadilan agama Tanjung Redeb;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon | dan Pemohon i

mohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Cq Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan
sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | dengan Pemohon II
yang dilaksanakan pada tanggal 03 September 1987 di Kampung Teluk
Alulu, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau;

3. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang
berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon | dan

Pemohon |l telah datang dan menghadap sendiri ke persidangan dan
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selanjutnya dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan
oleh Pemohon | dan Pemohon Il tanpa perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon |
dan Pemohon Il telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :
A. Bukti Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6403110307540001,
tanggal 26 Juni 2012, atas nama Jasmani dan fotokopi Kartu Tanda
Penduduk Nomor : 6403114106640001, tanggal 20 Juni 2012, atas
nama Norida  yang dikeluarkan oleh Camat Maratua, telah
dicocokkan dan sesuai aslinya, bermeterai cukup, kemudian diberi
kode bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 64.05.041.003/211/X/2008, tanggal
24 Oktober 2008, atas nama Jasmani yang dikeluarkan oleh
Camat Maratua, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bermeterai
cukup, kemudian diberi kode bukti P.2;

B. Bukti Saksi- Saksi :

Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat

tinggal di Kampung Teluk Harapan, Kecamatan Maratua, Kabupaten

Berau, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon Il karena saksi
adalah adikipar Pemohon I,

-Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami istri yang menikah
pada tanggal 3 September 1987 di Kampung Teluk Alulu, Kecamatan
Maratua, Kabupaten Berau;

- Bahwa saksi hadir dalam proses akad nikah Pemohon | dan Pemohon
I yang dilangsungkan secara Islam dihadapan imam kampung yang
bernama Achmad Pani dengan wali nikah ayah kandung Pemohon Il
yang disaksikan oleh dua orang laki- laki bernama Baginda dan
Ahmad dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (Seribu
rupiah) dibayar tunai;

-Bahwa status Pemohon | pada saat menikah adalah jejaka,

sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
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-Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada halangan untuk
menikah, baik karena hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;

- Bahwa selama pernikahannya Pemohon | dan Pemohon Il telah hidup
rukun dan tidak pernah bercerai;

- Bahwa pada saat ini Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai 5
(lima) orang anak;

-Bahwa tidak pernah ada yang merasa keberatan dengan perkawinan
Pemohon | dan Pemohon Ii;

-Bahwa tujuan Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan perkara ini
untuk mendapatkan akta nikah sebagai persyaratan membuat akta
kelahiran anak;

Saksi Il,, umur 58 tahun, agama lIslam, pekerjaan nelayan, bertempat

tinggal di  Jalan Punggawa  Budiman, Kampung  Teluk

HarapanKecamatan Maratua, Kabupaten Berau, telah memberikan

keterangan di bawah sumpah sebagai berikuit:

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon Il karena saksi
tinggal bertetangga;

-Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami istri yang menikah
pada tanggal 3 November 1980 di Kampung Teluk Alulu, Kecamatan
Maratua, Kabupaten Berau;

- Bahwa saksi hadir dalam proses akad nikah Pemohon | dan Pemohon
Il yang dilangsungkan secara Islam dihadapan imam kampung
dengan wali nikah ayah kandung Pemohon Il yang disaksikan oleh
dua orang laki- laki bernama H. Aksi Oddoy dan Arifin dengan
maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)
dibayar tunai;

-Bahwa status Pemohon | pada saat menikah adalah jejaka,
sedangkan Pemohon Il berstatus perawan;

-Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada halangan untuk
menikah, baik karena hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;

- Bahwa selama pernikahannya Pemohon | dan Pemohon Il telah hidup

rukun dan tidak pernah bercerai;
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-Bahwa pada saat ini Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai 6
(enam) orang anak;

- Bahwa tidak pernah ada yang merasa keberatan dengan perkawinan
Pemohon | dan Pemaohon Ii;

-Bahwa tujuan Pemohon | dan Pemohon II mengajukan perkara ini
untuk mendapatkan akta nikah sebagai persyaratan membuat akta
kelahiran anak;

Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menyatakan cukup atas alat
bukti yang telah diajukan serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua
yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap
telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I
dan Pemohon Il sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup
di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka
berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf
(&) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi
wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan,
Pemohon | dan Pemohon Il hadir di persidangan dan setelah dibacakan
surat permohonannya, Pemohon | dan Pemohon Il menyatakan tetap
dengan permohonannya dan memohon agar perkawinannya yang
dilangsungkan di Kampung Teluk Alulu, Kecamatan Maratua pada tanggal
03 November 1980 yang lalu mendapatkan pengesahan dari Pengadilan
Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan

itsbat nikah oleh Pemohon | dan Pemohon Il adalah karena pernikahan
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Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan
Agama yang berwenang, sedangkan Pemohon | dan Pemohon Il sangat
membutuhkannya sebagai bukti otentik perkawinan Pemohon | dan
Pemohon I dan sebagai persyaratan untuk mengurus akta kelahiran
anak;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon II telah menguatkan
dalil permohonannya dengan mengajukan bukti P.1 yang berupa fotokopi
Kartu Tanda Penduduk atas nama Arjain (Pemohon I) dan Delhi (Pemohon
I) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan bukti P.2 yang
berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Arjain, yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan kedua alat bukti tersebut
telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga
berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan
Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang
Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis
tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu
Tanda Penduduk atas nama Pemohon | dan Pemohon I, menunjukkan
Pemohon | dan Pemohon Il bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau,
sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg. patutlah keduanya mengajukan
perkara permohonan isbat nikah ini di Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa kartu keluarga
menunjukkan bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah hidup bersama dan
menggambarkan satu unit rumah tangga yang terdiri dari seorang suami
seorang istri dan 6 (enam) orang anak, namun demikian bukti tersebut
belum dapat membuktikan sahnya pernikahan antara Pemohon | dan
Pemohon Il dan hanya bernilai sebagai bukti permulaan, oleh karena itu
Majelis Hakim masih perlu mempertimbangkan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti lain berupa dua orang saksi di bawah

sumpah telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya
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sendiri karena saksi — saksi hadir dalam prosesi akad nikah Pemohon |

dan Pemohon I, keterangan saksi - saksi tersebut saling bersesuaian

antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangan saksi-saksi
tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil- dalil

permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il dalam surat permohonannya yang dikuatkan dengan alat bukti
surat dan 2 (dua) orang saksi, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi- saksi yang diajukan oleh Pemohon | dan Pemohon i
secara materiil melihat dan mengetahui secara langsung peristiwa
hukum berupa pernikahan yang dilakukan oleh  Pemohon | dan
Pemohon Il yang terjadi pada tanggal 3 November 1980 di Kampung
Teluk Alulu, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau dilaksanakan
dengan wali nikah ayah kandung Pemohon I, disaksikan oleh dua
orang saksi laki- laki, dengan mahar berupa uang dan ijab kabul
menurut syariat Islam;

- Bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa masyarakat di lingkungan
tempat tinggal Pemohon | dan Pemohon Il mengakui dan tidak ada
seorangpun yang menyangkal pernikahan Pemohon | dan Pemohon i
dan mereka hidup sebagai pasangan suami istri dengan rukun dan
mereka tidak pernah bercerai;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il sampai dengan sekarang belum
pernah memiliki buku nikah sebagai bukti otentik perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas telah
terbukti bahwa perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il telah memenunhi
ketentuan-ketentuan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan
tersebut di atas, sekalipun pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il telah
sah menurut Hukum Islam, akan tetapi oleh karena pernikahan tersebut
tidak tercatat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum

Islam, maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum;
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Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang tidak mempunyai
kekuatan hukum akan dapat memiliki kekuatan hukum apabila dimohonkan
pengesahannya di pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon |l tersebut telah sesuai dengan ketentuan syari’at Islam dan tidak
bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,
maka pernikahan tersebut dapat disahkan karena tidak mempunyai
halangan perkawinan menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan
sesuai pula dalil syara’ sebagaimana tersebut dalam kitab Fanatut

Thalibin  Juz I, halaman 308 yang berbunyi :
dusSaS ABBra 3 ) plsiy JEladl AL I8 Juiy g

Artinya: Diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah balig dan berakal
atas pernikahannya dengan seorang perempuan Yyang
dibenarkannya, demikian pula sebaliknya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il telah cukup alasan, maka permohonan tersebut dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi berdasarkan
Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, maka pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut harus
dicatatkan pada Kantor Urusan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang
perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon | dan
Pemohon Il sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1) Undang- Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang
Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku
serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENETAPKAN.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;
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2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon |, dengan Pemohon I,
yang dilaksanakan pada tanggal 03 September 1987 di Kampung Teluk
Alulu, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau;

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon | dan Pemohon II
yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 351.000,00,-( Tiga ratus lima
puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Permusawaratan Majelis
Hakim pada hari Senin, tanggal 18 April 2016 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 10 Rajab 1437 H., oleh Kami, Mejalis Hakim Pengadilan Agama
Tanjung Redeb vyang terdiri dari Drs. Abdul Samad, M.H., sebagai Ketua
Majelis, Rukayah , S.Ag., dan Muhammad Igbal, S.Hl., S.H., M.HIl. masing-
masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga
diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka  untuk umum
dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jamaludin,
S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon |

dan Pemohon II.

HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,
Ttd. Ttd.

RUKAYAH, S.Ag. DRS.ABDUL SAMAD, M.H.
Ttd.

MUHAMMAD IQBAL, S.HI.,.S.H.,M.HI.

PANITERA PENGGANTI
Ttd.
JAMALUDIN, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran :Rp 30.000,00
2. Biaya Proses :Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 200.000,00
4. Biaya Pengumunan : Rp. 60.000,00
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5. Biaya Redaksi :Rp 5.000,00
6. Biaya Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah : Rp 351.000,00

(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya.
Tanjung Redeb, 26 April 2016
PANITERA,

DRS. ANWARIL KUBRA, M.H.
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